
 
 
 
 
 

BUPATI NIAS UTARA 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI NIAS UTARA 

NOMOR 36 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) 
KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI NIAS UTARA, 

 
Menimbang :  a. bahwa berdasarkan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 
mengamanatkan bahwa rancangan Perkada sesuai dengan 
Pasal 354 ayat (6) tentang Perubahan RKPD disampaikan 
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna 
memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan 
Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD; 

  b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara 
tahun 2022 dan untuk menjaga konsistensi antara 
perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan 
penyesuaian, melalui perubahan rencana kerja pemerintah 
daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Nias Utara tentang Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Nias Utara tahun 
2022. 

 
Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5490); 

7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

 
 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6056); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
 



22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 
2005-2025; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Nias Utara; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 12 Tahun 
2018 tentang Tahapan dan Tata Cara Perencanaan, 
Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG PERUBAHAN 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) KABUPATEN 
NIAS UTARA TAHUN 2022. 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun. 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 
selanjutnya disingkat P-RKPD adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan 
rencana pembangunan tahunan daerah. 

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD 
adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara 
yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang 
daerah. 

5. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya  
disingkat  Renja-OPD adalah  dokumen perencanaan OPD 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

6. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah yang selanjutnya  
disingkat  APBD  adalah  rencana keuangan  tahunan  
pemerintahan  daerah  yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

 
 



7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
yang  selanjutnya  disingkat  KUA  adalah dokumen  yang  
memuat  kebijakan  bidang pendapatan,  belanja,  dan  
pembiayaan  serta  asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 
(satu) tahun.  

8. Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara  yang selanjutnya  
disingkat  PPAS  adalah  rancangan program  prioritas  dan  
patokan  batas  maksimal anggaran yang diberikan kepada 
OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan  
Rencana Kerja  Anggaran OPD (RKA-OPD)  sebelum disepakati 
dengan DPRD. 

9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

11. Program  adalah  instrumen  kebijakan  yang  berisi satu  atau  
lebih  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh Satuan  Kerja  
Perangkat  Daerah  untuk  mencapai sasaran dan tujuan serta 
untuk memperoleh alokasi anggaran  atau  kegiatan  
masyarakat  yang dikoordinasikan  oleh  Badan  Perencanaan. 

12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 
selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Utara 
sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang 
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
perencanaan pembangunan di Kabupaten Nias Utara. 

13. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak 
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara 
lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, 
Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi 
dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah 
pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan 
desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan 
kelompok masyarakat rentan termajinalkan. 

 
Pasal 2 

 
(1) P-RKPD Tahun 2022 ini merupakan penjabaran dari Visi Misi 

Kepala Daerah Periode 2021-2026, memuat tentang rancangan 
kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah, 
rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif, serta 
kebijakan penanganan pasca pandemi corona virus disease 19 
serta pemulihan ekonomi yang dilaksanakan langsung oleh 
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat. 

(2) P-RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran RPJMD untuk 
waktu pelaksanaan Tahun 2022. 

(3) P-RKPD Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Kabupaten Nias Utara untuk periode 1 (satu) 
tahun anggaran. 



(4) P-RKPD ini memuat program kegiatan prioritas pembangunan 
daerah dan secara rinci tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(5) P-RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan 
pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor 
pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya 
dalam pembangunan daerah. 

(6) P-RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan 
ayat (3), berfungsi sebagai: 
a. pedoman di dalam penyusunan evaluasi Rencana Kerja 

(Renja) OPD; 
b. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka 

penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2022. 

 
Pasal 3 

 
Dalam rangka penyusunan Renja OPD Tahun 2022 sebagaimana 
dimaksud Pasal 2, OPD menggunakan P-RKPD Tahun 2022, 
untuk : 
a. menyusun rancangan akhir Renja OPD; 
b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA OPD. 

 
Pasal 4 

 
(1) Kepala Bappeda melakukan penelaahan kesesuaian serta 

verifikasi terhadap rancangan Perubahan Renja OPD untuk 
memastikan rancangan Perubahan Renja OPD Kabupaten 
telah sesuai dengan RKPD Kabupaten, Renstra OPD serta 
tugas pokok dan fungsi OPD. 

(2) Kepala Bappeda menyampaikan dokumen perubahan RKPD 
Tahun 2022 yang telah mendapat fasilitasi Gubernur kepada 
Bupati untuk memperoleh pengesahan. 

 
Pasal 5 

 
Kaidah - kaidah pelaksanaan P-RKPD Tahun 2022 adalah sebagai 
berikut : 
a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana 

pembangunan, Kepala OPD melakukan pemantauan; 
b. Kepala   Bappeda   menghimpun  dan  menganalisis  hasil   

pelaksanaan  rencana pembangunan dari masing - masing 
OPD; 

c. Kepala OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana 
pembangunan tahun sebelumnya; 

d. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf c menjadi bahan 
bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang. 

 
 
 



Pasal 6 
 

Penyusunan P-RKPD Tahun 2022 terdiri dari Narasi P-RKPD dan 
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Nias 
Utara. 
 

Pasal 7 
 
Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2022 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 8 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Nias Utara. 

 
Ditetapkan di Lotu 
pada tanggal 8 Agustus 2022 
                                                                                                                             
BUPATI NIAS UTARA, 
 
  ttd. 
 
 
AMIZARO WARUWU 

 
Diundangkan di Lotu 
pada tanggal 8 Agustus 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, 
 
         ttd.  
 
 
BAZATULO ZEBUA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 188. 

 
 


